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Abstrak:
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 
metode pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian 
adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian konflik 
norma yang terjadi antara pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan 
Notaris dengan pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik, dengan pendekatan terhadap asas kebebasan 
berkontrak yang terdapat pada KUH Perdata, guna menjadi dasar 
pelaksanaan pembuatan akta notaris melalui media elektronik sebagai 
pelaksanaan dari konsep dari cyber notary.Adanya 2(dua) aturan hukum 
yang saling bertentangan tersebut, membuat isu penerapan cyber notary 
di Indonesia belum dilaksanakan sampai dengan saat ini. Penelitian ini 
dimaksudkan untuk melihat kembali aturan hukum yang ada dari sisi 
yang berbeda dengan mengaitkan pada penerapan unsur kebebasan 
berkontrak sesuai KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak tersebut 
menjadi penting untu diteliti untuk dasar pembuatan aktanotaris melalui 
media elektronik dalam pelaksanaan jabatan notaris dan mendapatkan 
kepastian hukumnya.

Abstract:
This is legal research with normative research. The research approach 
with a legislation approach method. The purpose of the research is 
to determine and analyze the settlement of norm conflicts between 
article 15 (3) of the Law on Notary (UUJN) and article 5 (4) letter b 
of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), with an 
approach to freedom of contract principle that exists in the Civil law 
(KUH Perdata) to become the basis for the implementation of authentic 
deeds through electronic media as an implementation of cyber notary 
concept. There are 2 (two) conflicts of these legal rules, make the issue of 
application cyber notary concept in Indonesia has not been implemented 
until now. This research is to look back at the legal rules that exist now, 
on a different side by relating to the implementation freedom of contract 
according to the Civil Law (KUH Perdata). The freedom of contract 
principle will be examined, whether it can be the basis for making 
authentic deeds by electronically in the implementation of the public 
notary and obtaining legal certainty.
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PENDAHULUAN
Teknologi merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan keberadaannya pada 
kehidupan manusia saat ini. Pengaturan 
mengenai penggunaaan teknologi sebagai 
sarana informasi dan transaksi elektronik 
terdapat dalam Undang-Undang nomor 
19 tahun 2016 tentang perubahan atas 
undang-undang nomor 11 tahun 2008 
tentang informasi dan transaksi elektronik 
(UU ITE). Definisi teknologi informasi 
menurut UU ITE adalah suatu teknik untuk 
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, 
memproses, mengumumkan, menganalisis, 
dan/atau menyebarkan informasi(UUITE, 
2016). Kekuatan teknologi dan informasi 
menjadi strategi para pengusaha untuk 
memenangkan kompetisi bisnis(Aziz, 
2012). 

Seiring perjalan dunia bisnis yang 
semakin sadar akan dampak teknologi 
terhadap keuntungan yang didapatkan, 
berbanding terbalik dengan pelayanan 
notaris, yang masih terbilang berjalan 
lebih lamban dalam menyesuaikan dengan 
teknologi. Dibutuhkan terobosan-terobosan 
baru dengan memanfaatkan teknologi dan 
informasi yang ada, sehingga layanan yang 
diberikan notaris akan mendukung dunia 
bisnis maupun perorangan untuk berjalan 
lebih mudah, efektif, efisien dan transparan. 

Fakta yang ada saat ini, bentuk 
pelayanan jasa notaris, khususnya pem-
buatan akta autentik, masih menggunakan 
cara-cara konvensional. Segala yang terkait 
dengan pembuatan akta autentik dibuat 
oleh dan/atau dihadapan Notaris. Secara 
harfiah, klient dan notaris harus bertemu 
dan bertatap wajah secara fisik dalam 
proses pembuatan akta autentik, kemudian 
pembacaan, sampai dengan proses 
penandatanganan akta. Cara-cara tersebut 
masih menjadi satu syarat mutlak sahnya 
suatu akta autentik berdasarkan aturan 
perundang-undangan Jabatan Notaris.

Pembahasan dan pengaturan terkait 
akta notaris, tertuang dalam pasal 1 angka 7 

Undang-Undang Jabatan Notaris, berbunyi 
“Akta adalah akta autentik yang dibuat 
oleh atau dihadapan Notaris menurut 
bentuk dan tata cara yang ditetapkan 
dalam Undang-Undang ini”(UUJN, 2014). 
Penggunaan kata menghadap, penghadap, 
berhadapan, dan hadapan dalam Undang-
Undang Jabatan Notaris terjemahan dari 
kata verschijnen yang berarti datang 
menghadap, yang dimaksud dalam artian 
yuridis adalah kehadiran nyata. Kehadiran 
nyata ini secara yuridis masih diartikan 
kehadiran secara fisik nyata seseorang di 
depan Notaris. 

Pelayanan jasa Notaris dengan media 
elektronik, sering disebut sebagai cyber 
notary. Pengertian cyber notary adalah 
penggunaan atau pemanfaatan teknologi 
informasi misalnya komputer, jaringan 
komputer, dan atau media elektronik 
lainnya, misalnya teleconference atau 
video conference dalam pelaksanaan 
tugas kewenangan notaris(SuryaJaya, 
2013). Cyber Notary merupakan jalan 
memanfaatkan perkembangan teknologi 
dan komunikasi di era saat ini dalam 
meningkatkan pelayanan notaris, 
khususnya dalam pembuatan akta autentik, 
agar proses pembuatan dan penyelesaian 
akta tersebut lebih efektif, efisien dan 
transparan, baik dari segi waktu maupun 
biaya yang dikeluarkan terhadap klient atau 
pengguna jasa. Harapan dalam penerapan 
cyber notary ini tanpa menyimpangi 
peraturan perundang-undangan dan kode 
etik notaris.

Subtansi ihukum iterkait itransaksi 
elektronik iyang iidilakukan inotaris, 
khususnya idalam ipembuatan iakta iautetik 
secara idigital itelah itertuang idalam pasal 15 
ayati(3) iUUJN, idengan ikata lain ipeluang 
penerapan icyber inotary idi iIndonesia 
telah iterbuka, inamun ipeluang itersebut 
memerlukan isinkronisasi ibaik iantar ipasal 
dalam iUUJN imaupun idengan iUU iITE 
dan iundang-undang iyang ilain. iDalam 
penerapan icyber inotary isaat iini masih 
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iterdapat ipertentangan idasar ihukum 
yang iterjadi ipada iUUJN idan iUU iITE, 
maka ipenelitian iini iakan imeneliti ilebih 
lanjut iundang-undang itersebut idengan 
mengaitkan ibentuk iakta iauntentik iyang 
dibuat isecara ielektronik idalam isudut 
pandang iasas ikebebasan iberkontrak dari 
para pihak idalam isatu iperjanjian. iAsas 
kebebasan iberkontrak isendiri idisimpulkan 
dalam ipasal i1338 iayat i(1) iKUHPerdata, 
yang imenyatakan ibahwa isemua ikontrak 
(perjanjian) iyang idibuat isecara isah iberlaku 
sebagai iundang-undang ibagi imereka iyang 
membuatnya (KUHPerdata). iSumber idari 
kebebasan iberkontrak iadalah ikebebasan  
individu isehingga ititik itolaknya iadalah 
kepentingan iindividu. iDengan idemikian, 
dapat idipahami ibahwa ikebebasan iindividu 
memberikan ikepadanya ikebebasan iuntuk 
berkontrak, itermasuk idalam ipembuatan 
kontrak isecara ielektronik, iatau ie-contract.

Notarisisebagai pejabat atau profesi-
oanal ihukum imempunyai iperan ipenting 
dalam imenengahi isuatu itransaksi iyang 
membutuhkan isuatu iperjanjian iuntuk 
menjaga ihak idan ikewajiban ipara ipihak 
dapat iterseleggara idengan ibaik isampai 
dengan iperjanjian iselesai, idan iatau 
menjamin ikepastian ihukum, iapabila 
ditengah iperjalanan iperjanjian iada isalah 
satu ipihak iatau ipihak-pihak ilain iyang 
tidak imelaksanakan ihak idan ikewajibannya 
sehingga imenimbulkan iperselisihan. 
Kebebasan iberkontrak idari ipara iindividu 
yang imelakukan iperjanjian, ikhususnya 
dalam imenentukan ibentuk iperjanjian 
secara ielektronik imempengaruhi ibentuk 
akta iautentik iyang idiharapkan ioleh 
para iindividu, iyaitu iakta iautentik idapat 
dilakukan idengan imedia ielektronik, 
sehingga iselain iprosesnya iyang idilakukan 
lebih imudah, iefisien, iefektif idan itransparan 
dalam iproses itahapannya, ipara iindividu 
juga imempunyai ipembuktian isempurna 
karena iakta iyang idibuat idalam ikategori 
akta iautentik iyang idibuat ioleh inotaris. 
Sehingga idapat idikatakan inotaris idengan 

akta ielektronik iatau idigital isangat 
diperlukan ipada ikondisi isaat iini. i

Atas iasas ikebebabasan iberkontrak 
antar iindividu iyang imelakukan itransaksi 
melalui imedia ielektronik, iterhadap iperan 
notaris idalam imembuat iakta imelalui 
media ielektronik isangat idiperlukan iguna 
memenuhi ikebutuhan imasyarakat idi iera 
digital, iuntuk imendapatkan ikepastian 
hukum iatas itransaksi iyang idilakukan. 
i iKarena iproduk ihukum iakta inotriil 
merupakan iakta idengan ipembuktian 
sempurna. iPerkembangan iakta iyang 
dibuat imelalui imedia ielektronik, iperlu 
dilakukan ipenelitian idalam irangka 
ikut imemajukan iperkembangan iilmu 
Kenotariatan idengan iberbasis iteknologi, 
dan iturut iserta imelakukan iimprovement 
bidang iKenotariatan idalam imenghadapi 
era idigital idan isecara ibersamaan iturut 
serta imeminimalisir ipenularan ipandemic 
covid-19 iyang iterjadi ipada itahun i2020 
di iIndonesia, idengan imeminimalisir 
petemuan isecara ifisik. iPenulis ihendak 
melakukan ipenelitian ilebih ilanjut 
mengenaianalisis iyuridis iterhadap iasas 
kebebasan iberkontrak idalam ipembuatan 
akta inotaris imelalui imedia ielektronik serta 
kepastian hukumnya idengan imerujuk 
pada harmonisasi iperaturan iyang imemuat 
kebebasaniberkontrak idalam iKUH iPerdata, 
Undang-Undang iJabatan iNotaris i(UUJN) 
dan iUndang i– iUndang iInformasi idan 
Transaksi iElektronik i(UUITE) idengan 
penelitian iberjudul i“Analisis iYuridis iAsas 
iKebebasan iBerkontrak idan iKepastian 
iHukum iPembuatan iAkta iNotaris 
iMelalui iMedia iElektronik”.

TINJAUAN PUSTAKA
Teori dalam penelitian ini menggunakan 
teori perjanjian dalam hukum perdata 
menurut Subekti, dimana pengertian dari 
perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 
seorang berjanji kepada seorang lain 
atau dimana dua orang itu saling berjanji 
untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian 
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yang dibuat mempunyai kekuatan dan 
mengikat para pihak sebagaimana 
undang-undang sesuai yang terkandung 
dalam asas kebebasan berkontrak. Asas 
kebebasan berkontrak tersebut juga 
memuat kebebasan bagi para pihak untuk 
menentukan isi dan bentuk dari perjanjian. 
Bentuk perjanjian yang akan di analisis 
dalam penelitian ini merupakan perjanjian 
dalam bentuk akta notaris yang dibuat 
melalui media elektronik. Penelitian terkait 
pembuatan akta autentik yang dibuat secara 
elektronik,  sebelumnya telah dilakukan 
oleh Zainattun Rossalina dalam tesis yang 
berjudul Keabsahan Akta Notaris yang 
menggunakan cyber notary sebagai Akta 
Autentik. penelitian tersebut, mempunyai 
kesamaan topik, yaitu terkait pembuatan 
akta elektronik dan cyber notary, namun 
mempunyai alur berfikir yang sangat 
berbeda dengan penelitian ini. Penelitian 
terdahulu, mempunyai titik fokus 
pembahasan pada analisa terhadap pasal-
pasal antar UUJN, sedangkan penelitian ini 
tidak hanya melihat regulasi dalam UUJN 
melainkan juga melihat regulasi lain yang 
terdapat dalam KUH Perdata dan UU ITE.

METODE IPENELITIAN
Jenis ipenelitian ihukum iini imenggunakan 
cara ipenelitian iyuridis- inormatif iyaitu 
meneliti isuatu iperaturan ihukum iatau 
perundang-undangan (Amirudin & Asikin, 
2012),Idengan pendekatan terhadap 
undang-undang, yaitu pendekatan yang 
dilakukan dengan mengkaji semua undang-
undang dan regulasi yang terkait dengan isu 
hukum yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL IDAN IPEMBAHASAN
Analisis Yuridis terhadap Asas Ke-
bebasan iBerkontrak idalam Pembuatan 
Akta iNotaris imelalui iMedia Elektronik
Menurut iKamus iUmum iBahasa iIndonesia 
asas imempunyai itiga ipengertian, iyaitu 
berarti: idasar, ialas, ipedoman, isuatu 
kebenaran iyang imenjadi ipokok iatau 

tumpuhan iberpikir, icita-cita iyang imenjadi 
dasar(Indonesia).Pengertian itersebut idapat 
disimpulkan ibahwa iasas imerupakan idasar 
atau itempat itumpuhan iberpikir idalam 
memperoleh ikebenaran. iKeberadaan iasas 
dalam iranah ihukum, imempunyai ifungsi 
yang isangat ivital ibagi iaturan ihukum, iyaitu 
menjadi ipusat isistem ipemikiran ihukum 
yang imengatur iemosi i(semangat ihukum) 
dan idenyut inadi ihukum i(responsibilitas 
hukum), iserta imengkoordinasi ialur idan 
alir ihukum, isehingga imampuimenjaga 
keseimbangan idalam iaturan ihukum yang 
responsive iterhadap ikebutuhan hukum 
masyarakat(Mahadi, 1989). Dalam isuatu 
sistem ihukum, iasas ihukum sebagai ikaidah 
penilaian ifundamental, yaitu ikaidah ihukum 
yang ipaling iumum, sehingga ikaidah 
hukum itersebut idalam ipenerapannya iharus 
dikhususkan idengan imengarahkannya 
kepada isituasi ifactual.

Hukum iperjanjian imerupakan 
ipenjelmaan idari idasar-dasar ifilosofis 
iyang iterdapat ipada iasas-asas ihukum 
iyang ibersifat isangat iumum idan imenjadi 
ilandasan iberfikir iatau idasar iideologis. 
iAsas-asas ihukum iperjanjian itidak 
idapat idipisahkan isatu isama ilain, ikarena 
ikeberadaanya iyang imandiri idan iberdiri 
isetara isatu isama ilain, iserta isaling imengisi 
idan imelengkapi isuatu iperjanjian.

Asas iKebebasan iberkontrak 
imerupakan iasas iyang iberperan ipenting 
idalam iperjanjian. iIstilah ihukum ikebebasan 
iberkontrak idikenal idengani“partij 
iotonomie” iatau i“freedom iof icontract”. 
iAsas ikebebasan iberkontrak iini imerupakan 
iasas idalam iperjanjian iyang ibersifat 
iuniversal, iyang iartinya iasas iini idianut 
ioleh ihukum iperjanjian idi isemua inegara 
ipada iumumnya. iSutan iRemy iSjahdeini 
imenjelaskan ibahwa iasas ikebebasan 
iberkontrak imenurut ihukum iperjanjian 
iyang iberlaku idi iIndonesia imeliputi iruang 
ilingkup isebagai iberikut:
a.	 Kebebasan iyang idiperuntukkan 

ibagi ipara ipihak iyang imenghadap 
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iuntuk imembuat iatau itidak imembuat 
iperjanjian;

b.	 Kebebasan iyang idiperuntukkan iuntuk 
imemilih ibagi iseorang ipihak iyang 
imenghadap idengan isiapa iia iingin 
imembuat iperjanjian;

c.	 Kebebasan iuntuk imenentukan iatau 
imemilih icausa iatau isebab-sebab iyang 
idiperjanjikan idari iperjanjian iyang iakan 
idibuatnya;

d.	 Kebebasn iuntuk imenentukan iobjek 
iperjanjian;

e.	 Kebebasan iuntuk imenentukan ibentuk 
isuatu iperjanjian; iserta

f.	 Kebebasan ibagi ipara ipihak iuntuk 
imenerima iatau imenyimpangi 
iketentuan iperaturan iperundang-undang 
ipositif iyang ibersifat iopsional iatau 
ipilihani(uunvullend irecht, ioptional).

Asas ikebebasan iberkontrak idalam 
ihukum ipositif iyang iberlaku idi iIndonesia 
idiatur idalam iKUH iPerdata ipasal i1338 
iKUH iPerdata, iyang imenyebutkan ibahwa: i

“Semua iperjanjian iyang idibuat isecara 
isah, iberlaku isebagai iundang-undang 
ibagi imereka iyang imembuatnya, 
iperjanjian iitu itidak idapat iditarik 
ikembali iselain idengan isepakat ikedua 
ibelah ipihak, iatau ikarena ialasan-alasan 
iyang ioleh iundang-undang idinyatakan 
icukup iuntuk iitu, iperjanjian-perjanjian 
iharus idilaksanakan idengan iitikad 
ibaik.”(KUHPerdata). i

Selain idibatasi ioleh iketentuan 
inormatif idalam ipasal i1338 iKitab iUndang-
Undang iHukum iPerdata, ikebebasan 
imembuat iperjanjian ijuga idibatasi ioleh 
iketentuan ilimitatif idalam isubstansinya 
ibertentangan idengan iundang-undang, 
iketertiban iumum, idan ikesusilaan. iMaka, 
isetiap iperjanjian iyang idisepakati itetap 
isah iapabila imemenuhi ipersyaratan iyang 
iditentukan iperaturan iperundang-undangan 
ipositif, iketertiban iumum idan ikesusilaan.
iMenurut iSubekti, icara imenyimpulkan 
iasas ikebebasan iber-kontraki(beginselider 
icontractsvrijheid) iadalah idengan ijalan 

imenekankan ipada iperkataan i”semua” 
iyang iada idi imuka iperkataan i”perjanjian”. 
iDikatakan ibahwa iPasal i1338 iayati(1) 
itersebut iseolah-olah imembuat isuatu 
ipernyataan i(proklamasi) ibahwa ipara ipihak 
idiperbolehkan imembuat iperjanjian iapa 
isaja idan ihal itersebut iakan imengikat ipara 
ipihak.

Asas ikebebasan iberkontrak itidak 
iberarti ibebas isecara imutlak, inamun 
iterdapat ibatasan ibatasan iyang itelah 
idiatur ioleh iundang-undang, iyaitu 
idiantaranya(KUHPerdata): i
a.	 Pasal i1320 iayati(1), ibahwa iperjanjian 

iatau ikontrak itidak isah iapabila idibuat 
itanpa iadanya iconsensus iatau isepakat 
idari ipara ipihak iyang imembuatnya. i

b.	 Pasal i1320 iayati(3), ibahwa iobyek 
iperjanjian iharuslah idapat iditentukan 
i(dihitung idan iditetapkan) iatau 
idengan ikata ilain iharus imemiliki inilai 
iekonomis. i

c.	 Pasal i1339 iayati(3), ibahwa isuatu 
iperjanjian ihanya idilaksanakan idengan 
iitikad ibaik. i

Era idigital sepertisaat iini, ibentuk 
iperjanjian itelah iberkembang isesuai idengan 
ikondisi iyang iada iyaitu iberalih idari ibentuk 
ikonvensional idiatas ikertas imenjadi ibentuk 
iperjanjian ielektronik. iSemua itahapan 
iperjanjian, idimulai idari ilahirnya iperjanjian 
idengan ikata isepakat isampai idengan 
ipenandatangan idilakukan idengan imedia 
idigital. iHal iini imerupakan iperwujudan 
idari iasas ikebebasan iberkontrak isesuai 
idengan ipasal i1338 iKUH iPerdata idalam 
ihal ibentuk iperjanjian. i

Akta iautentik iyang idibuat 
imemalui imedia ielektronik, imerupakan 
iperkembangan idari iperjanjian ielektronik 
iyang idilakukan ioleh ipara ipihak. 
iPengaturan idefinisi iakta iautentik itertuang 
idalam iUUJN ipasal i1 iangka i7, idisebutkan 
iakta inotaris iyang iselanjutnya idisebut iakta 
iadalah iakta iautentik iyang idibuat ioleh iatau 
idi ihadapan inotaris imenurut ibentuk idan 
itata icara iyang iditetapkan idalam iUndang-
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Undang iini”(UUJN, 2014). iMengaitkan ire
daksionali“dihadapan”ipadaipasal itersebut, 
isebenarnya idi iera isaat iini, isangat imudah 
imelakukan iberhadapan idalam ihal iini, 
ipara ipihak, isaksi-saksi idan inotaris imelalui 
imedia ielektronik. iBanyak iaplikasi-aplikasi 
iinternet iyang imenyediakan ifasiltas iuntuk 
idapat imelakukan ikomunikasi isecara 
ivirtual. iDiantaranya iadalah iwhatapp ivideo, 
iaplikasi izoom iyang imemang idisediakan 
iuntuk ibisa imelakukan itatap imuka isecara 
ivirtual idengan ibeberapa ipihak, iatau ivideo 
ikonferensi. iBanyak ikemudahan iyang 
iada isaat iini iuntuk imelakukan ipertemuan 
idengan iberhadapan isecara ivirtual. iNamun, 
idalam ipenjelasan ipasal itersebut, imasih 
imemberikan ipemahaman ibahwa iakta 
inotaris iharus idibuat idihadapan inotaris, 
iartinya ipara ipihak iharus imenghadap 
ikepada inotaris isecara inyata, itidak 
idalam idunia imaya iatau icyber. iDengan 
idemikian, ipengertian iakta inotaris idi 
iatas, imenunjukkan ibahwa ipeluang 
iuntuk imembuat iakta inotaris idengan 
imemanfaatkan iperkembangan iteknologi 
iinformasi isaat iini imasih ibelum iterbuka 
ilebar. iSecara iyuridis idifinisii“dihadapan” 
imengharuskan ipembuatan iakta 
idilaksanakan idihadapan inotaris isecara 
ilangsung. i

Persoalan ilain iyang iakan imuncul 
idalam ipelaksanaan iakta iautentik iyang 
idibuat imelalui imedia ielektronik isebagai 
irefleksi idari iasas ikebebasan iberkontrak 
idari ipara ipihak iyang imenginginkan iakta 
iyang idibuat ioleh inotarisimelalui imedia 
ielektronik ipula, iyaituipemenuhan iterhadap 
ipasal i16 iayati(1) ihuruf ic idan im iUUJN 
iyang imenyebutkan:
c.	 Melekatkan isurat idan idokumen iserta 

isidik ijari ipenghadap ipada iminuta iAkta. 
m.	 Membacakan iAkta idi ihadapan 

ipenghadap idengan idihadiri ioleh ipaling 
isedikit i2 i(dua) iorang isaksi, iatau i4 
i(empat) iorang isaksi ikhusus iuntuk 
ipembuatan iAkta iwasiat idi ibawah 
itangan, idan iditandatangani ipada isaat 

iitu ijuga ioleh ipenghadap, isaksi, idan 
iNotaris.

Pasal iini ijuga imasih imensyarakan 
iadanya ipendandatangan iminuta iakta 
imenggunakan itandatangan idengan itinta 
ibasah idan ikehadiran isaksi ibenar-benar 
ikehadiran isecara inyata idi itempat iyang 
isama idengan inotaris idan ipara ipihak.

Mengacu ipada ipendapat iEdmon 
iMakarim iterkait idua idefinisi icyber 
inotary, iyaitu pertamanotaris idalam 
imenjalankan itugas idan iwewenang inotaris 
imenggunakan imedia ielektronik inamun 
itetap iberada ipada iwaktu idan itempat 
iyang isama, ihanya idalam ipembuatan 
iakta itidak imenggunakan iperangkat iyang 
ikonvensional iseperti ikertas, ipulpen iatau 
ipensil”(Makarim, 2014). Kedua, inotaris 
imenerapkan ikonsep icyber inotary idengan 
imenggunakan iaplikasi ielektronik isecara 
ipenuh. isedangkan ipada iredaksional 
ipasal i1 iangka i1 iyang imengatur itentang 
idefinisi iakta iyang idibuat iharus idihadapan 
inotaris isecara inyata, ijuga iterkait idengan 
ipengaturan itandatangan isecara idigital 
iterhadap iakta iautentik ijuga ibelum idibuat 
iaturannya idalam iUUJN. iPenjelasan ipasal 
i16 iayati(1) ihuruf im iUUJN, imenyebutkan 
ibahwa iNotaris iharus ihadir isecara ifisik 
iuntuk imenandatangani iakta idi ihadapan 
ipenghadap idan isaksi.

UUJN isecara isubstansial ijuga 
iterdapat ibeberapa ipasal iyang iharus 
idilakukan iperubahan i(revisi). iKarena, 
ipasal-pasal itersebut imenjadi isalah isatu 
ifaktor iyang imenjadi ihambatan ibagi inotaris 
idalam ipembuatan iakta isecara ielektronik, 
idiantaranya iadalah: iPasal i1 iangka i7, iPasal 
i1 iangka i8, iPasal i16 iayati(1) ihuruf ic idan im, 
idan iPasal i17 iayat i1 ihuruf ia.

Pasal i1 iangaka i7:
“Akta iNotaris iyang iselanjutnya idisebut 
iAkta iadalah iakta iautentik iyang idibuat 
ioleh iatau idi ihadapan iNotaris imenurut 
ibentuk idan itata icara iyang iditetapkan 
idalam iUndang-Undang iini”(UUJN, 
2014). iMakna ikata idihadapan iNotaris, 



Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan, 14(2) 2020: 139-152 | 145

idalam ipemahaman ipasal iini imasih 
idiartikan iberhadapan isecara ifisik iantara 
inotaris, ipara ipihak idan isaksi-saksi.

Pasal i1 iangka i8: i
“Minuta iAkta iadalah iasli iAkta iyang 
imencantumkan itanda itangan ipara 
ipenghadap, isaksi, idan iNotaris, iyang 
idisimpan isebagai ibagian idari iProtokol 
iNotaris”(UUJN, 2014).

Makna itandatangan idalam ipasal 
itersebut, imasih idalam iartian itandatangan 
ibasah iyang idilakukan ioleh inotaris, 
ipara ipenghadap idan isaksi-saksi. iBelum 
imerujuk ipada itandatangan iyang idilakukan 
idengan imetode idigital.

Pasal i16 iayati(1) ihuruf ic idan im
c.	 Melekatkan isurat idan idokumen iserta 

isidik ijari ipenghadap ipada iMinuta 
iAkta. i

m.	 Membacakan iAkta idi ihadapan 
ipenghadap idengan idihadiri ioleh ipaling 
isedikit i2 i(dua) iorang isaksi, iatau i4 
i(empat) iorang isaksi ikhusus iuntuk 
ipembuatan iAkta iwasiat idi ibawah 
itangan, idan iditandatangani ipada isaat 
iitu ijuga ioleh ipenghadap, isaksi, idan 
iNotaris(UUJN, 2014). i

Pasal itersebut, idijelaskan ibahwa 
ikehadiran iseorang inotaris idi ihadapan 
ipara ipihak imerupakan isuatu ikeharusan, 
isehingga idapat idibuat iBerita iAcara iyang 
iberisi iuraian inotaris iyang idilihat idan 
idisaksikan inotaris isendiri iatas ipermintaan 
ipara ipihak. ipara ipenghadap idan isaksi-saksi 
iberhadapan ilangsung isecara ifisik idengan 
inotaris iuntuk imelakukan ipelekatan isidik 
ijari ipada iminuta iakta iyang idibuat ioleh 
inotaris, ibegitupula idengan ipembacaan 
iakta, inotaris iwajib imembacakan iakta 
idihadapan ipara ipenghadap idan isaksi-saksi, 
itidak idiperbolehkan idilakukan isecara 
ivirtual.

Pasal i17 iayat i1 ihuruf ia Notaris 
idilarang: Menjalankan ijabatan idiluar 
iwilayah ijabatannya (UUJN, 2014).

Wilayah ijabatan inotaris ihanya 
iterletak ipada isatu iwilayah iprovinsi. iDalam 

imenjalankan ijabatannya inotaris ihanya 
idiperbolehkan imenjalankan ipekerjaannya 
idi isatu iprovinsi itertentu, imisalkan iJawa 
itimur. iTidak idiperbolehkan ike iwilayah 
iprovinsi ilain. iDi iera idigital, isemua 
itransaksi isebenarnya idapat idilakukan 
idimana isaja, itermasuk iapabila iNotaris 
iberada idi iluar iwilayah ijabatannya, inamun 
idengan ipasal iini, iseorang inotaris idiberikan 
ibatasan ihanya idapat imelakukan ipelayanan 
idalam iwilayah ijabatannya isaja.

Maka imenurut ipenulis, ikebebasan 
iterhadap ibentuk iakta iyang idiminta isecara 
ielektronik ioleh ipara ipenghadap iterhadap 
inotaris, itidak itermasuk idalam ikategori 
ikebebasan iberkontrak isesuai ipasal i1338 
iKUHPerdata, imeskipun idalam ipasal i16 
iAyati(1) ihuruf ie iUUJN idisebutkan ibahwa 
inotaris itidak iboleh imenolak isesorang 
idengan imaksud iuntuk imalakukan 
ipembuatan iakta. iNamun, idalam ipasal 
iini ipula iterdapat ipengecualian, iyaitu 
ipermintaan ipembuatan iakta idapat iditolak 
iapabila iada ialasan imenolaknya. iAlasan 
imenolak iatas ikeinginan ipara ipihak idalam 
ipembuatan iakta iautentik imelalui imedia 
ielektronik, iyaitu iberdasar ipada iakta iyang 
iakan idibuat itidak isesuai idengan ibentuk 
idan itatacara idalam iUUJN. iMeskipun 
ikewenangan inotaris idalam imelakukan 
itransaksi isecara ielektronik iatau icyber 
inotary isecara iyuridis itelah idiatur idalam 
ipasal i15 iayati(3) iUUJN idimana inotaris 
imempunyai ikewenangan imelakukan 
itransaksi isecara ielektronik, inamun imasih 
ibelum ipada ipembuatan iakta ielektronik. 
iAsas ikebebasan iberkontrak idari ipara ipihak 
isesuai idengan ipasal i1338 iKUHPerdata, 
itidak idapat imenghalalkan iakta inotarial 
iyang idibuat isecara ielektronik. iNotaris 
imempunyai ialasan imenolak ipembuatan 
iakta iyang idibuat isecara ielektronik, ikarena 
ialasan tidak sesuai iundang-undang, 
iyaitu itidak iterpenuhinya iamanah ipasal-
pasal idalam iUUJN ipada ipembuatan iakta 
iautentik imelalui imedia ielektronik ioleh 
inotaris.
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Dasar iyuridis iyang imebuat iakta 
ielektronik itidak idapat idilakukan 
ijuga iterdapat idalam ipasal i5 iayat i(4) 
iUUITE iyang isecara itegas imenyatakan 
ibahwa(UUITE, 2016):

“Mengenai iInformasi iElektronik 
idan/atau iDokumen iElektronik iyang 
idinyatakan isebagai ialat ibukti iyang isah 
idalam iayati(1) itidak iberlaku iuntuk isurat 
ibeserta idokumennya iyang isebagaimana 
idiatur imenurut iUndang-Undang iharus 
idibuat idalam ibentuk iakta inotaril iatau 
iakta iyang idibuat ioleh ipejabat ipembuat 
iakta”, i

Maka itidak idimungkinkan iuntuk 
isebuah iakta iautentik idibuat idalam ibentuk 
idokumen ielektronik isehingga imembuat 
iasas ikebebasan iberkontak idalam isuatu 
iperjanjian itidak idapat idilaksanakan, 
ikarena iasas ikebebasan iberkontrak 
itersebut, ihanyalah imembebaskan ipara 
ipihak iuntuk imengatur iisi idan ibentuk idari 
iperjanjian iyang iakan idibuat, inamun itidak 
diperbolehkan apabila bertentangan dengan 
undang-undang dalam hal ini UUJN.

Kepastian iHukum iPembuatan iAkta 
Notaris iMelalui iMedia iElektronik i
Kepastian ihukum ipembuatan iakta imelalui 
imedia ielektronik imerupakan ibagian idari 
ikonsep icyber inotary idi iIndonesia. iYyuridis 
iketentuan imengenai icyber inotary, itertuang 
idalam iUUJN ipasal i15 iAyat i(3) iyaitu 
i“Notaris imempunyai ikewenangan ilain 
iyang idiatur idalam iperaturan iperundang-
undangan”(UUJN, 2014). iDalam 
ipenjelasan iundang-undang ijabatan inotaris, 
ikewenangan ilain itersebut idiartikan iantara 
ilain, itransaksi iyang idilakukan isecara 
ielektroniki(cyber inotary), imembuat iakta 
iikrar iwakaf, idan ihipotek ipesawat iterbang. 
iKhusus ibagi ikewenangan inotaris idalam 
imelakukan itransaksi ielektroniki(cyber 
inotary), imerupakan ikewenangan iatribusi, 
iyaitu ikewenangan iyang ididapat ilangsung 
idari iundang-undang. iMenurut iFredy idan 
iLeny icyber inotary iadalahi“Notaris iyang 

idapat imensertifikasi isebuah idokumen 
ielektronik. iJadi iada isistem iyang idiakui 
isebagai isarana ipensertifikasian iatau 
ipengakta-an isecara idigital”(Haris & 
Helena, 2017). iAkta iyang idibuat isecara 
idigital iatau imelalui imedia ielektronik 
imerupakan ibagian idari ikewenangan 
inotaris idalam imelakukan itransaksi 
ielektroniki(cyber inotary), isesuai idengan 
ipasal i15 iayat i(3) iUUJN. i

Cyber iNotary imempunyai ifungsi 
iutama idalam imelakukan ipengakta-an idan 
iautentifikasi iterhadap ikegiatan itransaksi 
ielektronik. iTransaksi iElektronik idijelaskan 
idalam iPasal i1 iayat i(2) iUndang-Undang 
iNomor i11 itahun i2008 itentang iInformasi 
idan iTransaksi iElektronik ijuncto iUndang-
Undang iNomor i19 itahun i2016 itentang 
iPerubahan iatas iUndang-Undang 
iNomor i11 itahun i2008 i(UU iITE) iadalah 
iperbuatan ihukum iyang idilakukan idengan 
imenggunakan iKomputer, ijaringan 
iKomputer, idan/atau imedia ielektronik 
ilainnya(UUITE, 2016). iPeraturan ilain 
iyang imengatur itentang iakta inotarial iyang 
idibuat isecara ielektronik iterdapat idalam 
iundang-undang iinformasi idan itransaksi 
ielektronik ipasal i5 iyang imenyatakan isecara 
ilengkap isebagai iberikut(UUITE, 2016):
1.	 Informasi iElektronik idan/atau 

iDokumen iElektronik idan/atau ihasil 
icetaknya imerupakan ialat ibukti ihukum 
iyang isah.

2.	 Informasi iElektronik idan/atau 
iDokumen iElektronik idan/atau ihasil 
icetaknya isebagaimana idimaksud ipada 
iketentuan iyang iterdapat ipada iayati(1) 
imerupakan iperluasan idari ialat ibukti 
iyang isah isesuai idengan iHukum iAcara 
iyang iberlaku idi iIndonesia.

3.	 Informasi iElektronik idan/atau 
iDokumen iElektronik idinyatakan 
isahiapabila imenggunakan iSistem 
iElektronik isesuai idengan iketentuan 
iyang idiatur idalam iUndang-Undang iini.

4.	 Ketentuan imengenai iInformasi 
iElektronik idan/atau iDokumen 



Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan, 14(2) 2020: 139-152 | 147

iElektronik isebagaimana ipada iayati(1) 
itidak iberlaku iuntuk:
a.	 Surat iyang imenurut iketentuan iyang 

iterdapat idalam iUndang-Undang 
iharus idibuat idalam ibentuk itertulis; 
idan

b.	 Surat ibeserta idokumennya iyang 
isebagaimana idiatur imenurut 
iUndang-Undang iharus idibuat 
idalam ibentuk iakta inotaril iatau iakta 
iyang idibuat ioleh ipejabat ipembuat 
iakta.

Ketentuan imengenai iakta inotarial 
itertuang idalam ipasal i5 iayati(4) ihuruf ib 
idimana idisebutkan ibahwa iakta inotarial 
ibukan itermasuk idalam iinformasi 
ielektronik idan/atau idokumen ielektronik. 
iSehingga imenyebabkan idasar ihukum 
iatas ipembuatan iakta imelalui imedia 
ielektronik itidak iada ikepastian ihukumnya 
isecara iyuridis idalam iUU iITE. iHal 
iini imenyebabkan iakta iyang idibuat 
imelalui imedia ielektronik itidak imemiliki 
ipembuktian isempurna iseperti ihalnya 
iakta iautentik, idan iselayaknya imenjadi 
iakta idibawah itangan. iMaka ihal itersebut 
imenjadi isalah isatu ipenyebab ikonsep icyber 
inotary, ikhususnya idalam ipembuatan iakta 
imelalui imedia ielektronik ibelum idapat 
idijalankan idi iIndonesia.Menggunakan 
isudut ipandang iasas ihukum ilex iposterior 
iderogate ilegi ipriori idalam ipengaturan 
iakta imelalui ielektronik. i ilex iposterior 
iderogate ilegi ipriori imempunyai iarti iasas 
ipenafsiran ihukum iyang imenyatakan 
ibahwa ihukum iyang iterbaru i(lex iposterior) 
imengesampingkan ihukum iyang ilama i(lex 
iprior), iAsas ilex iposterior iderogat ilegi 
ipriori imewajibkan imenggunakan ihukum 
iyang ibaru(Mahendra, 2010). iAsas iini 
imemuat iprinsip-prinsip: i
1.	 Aturan ihukum iyang ibaru iharus 

isederajat iatau ilebih itinggi idari iaturan 
ihukum iyang ilama; i

2.	 Aturan ihukum ibaru idan ilama imengatur 
iaspek iyang isama. i

Asas iini iantara ilain ibermaksud 
imencegah idualisme iyang idapat 
imenimbulkan iketidak ipastian ihukum. 
iDengan iadanya iasas iLex iposterior iderogat 
ilegi ipriori, iketentuan iyang imengatur 
ipencabutan isuatu iperaturan iperundang-
undangan isebenarnya itidak ibegitu ipenting. 
iSecara ihukum, iketentuan ilama iyang 
iserupa itidak iakan iberlaku ilagi ipada isaat 
iaturan ihukum ibaru imulai iberlaku.

Merujuk ipada iasas ilex iposterior 
iderogat ilegi ipriori, i iPengaturan imengenai 
itransaksi ielektronik ipada inotaris, 
ikhususnya imengenai itransaksi ipembuatan 
iakta idigital idalam ikonsep icyber inotary 
idiatur idalam ipasal i15 iayat i(3) iundang-
undang inomor i30 itahun i2004 ijuncto 
iUndang i– iundang inomor i2 itahun i2014 
itentang ijabatan inotaris, iyang imemberikan 
ikewenangan ilain iterhadap inotaris, idimana 
ibagian idari ikewenangan ilain itersebut 
imenjelaskan ibahwa inotaris iberwenang 
imelakukan itransaksi iyang idilakukan isecara 
ielektronik i(cyber inotary), iyang idimaksud 
idalam ipembahasan iini itidak iterkecuali 
idalam ipembuatan iakta iautentik imelalui 
imedia ielektronik, idan idalam Nomor i11 
itahun i2008 ijuncto iUndang-Undang 
iNomor i19 itahun i2016 itentang iinformasi 
idan itransaksi ielektronik imengatur ipula 
ihal iyang isama iyaitu itransaksi ielektronik, 
idimana idalam ipasal i5 iayat i(4)ihuruf ib 
imenyebutkan, ibahwa itransaksi ielektronik 
iyang imenghasilkan idokumen ielektronik 
iyang iseharusnya idibuat idalam ibentuk iakta 
inotarial ibukan itermasuk idalam ikategori 
idokumen ielektronik. iDikarenakan itidak 
itermasuk idalam idokumen ielektronik 
isesuai idengan iUU iITE, imaka iakta iautentik 
iyang idibentuk imelalui imedia ielektronik, 
iakan ikehilangan ikeautentikannya, idan 
itidak idapat idigunakan isebagai ialat 
ibukti iyang isah isesuai idengan iHukum 
iAcara iyang iberlaku idi iIndonesia. iHal iini 
imerujuk ipada iasas ilex iposterior iderogate 
ilegi ipriori idalam imencari ijalan ikeluar 
iatas iterjadinya ipertentangan iatau ikonflik 
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ihukum idiantara iUUJN idan iUU iITE. iUU 
iITE imerupakan iUndang-undang iyang 
imengatur itransaksi ielektronik, ikhususnya 
imengenai ipembuatan iakta iautentik 
imelalui imedia ielektronik iyang itertuang 
idalam ipasal i5 iayati(4) ihuruf ib, ilebih ibaru 
idaripada iUUJN. iUU iITE idi iperbarui ipada 
itahun i2016, isedangan iUUJN idiperbarui idi 
itahun i2014.

Akibat ihukum iterhadap iakta iyang 
idibuat imemalui imedia ielektronik, 
idengan iadanya iUU iITE, imenjadikan iakta 
iautentik itersebut iterdegradasi imenjadi 
iakta idibawah itangan. iPengaturan iterkait 
idegradasi iakta iautentik iyang iberubah 
imenjadi iakta idibawah itangan, itertuang 
idalam ipasal i1869 iKUH iPerdata, iyaitu:

“Suatu akta iyang itidak idapat 
idiperlakukan isebagai iakta iautentik, 
ibaik ikarena itidak iberwenang, iatau 
itidak icakapnya ipejabat iumum iyang 
ibersangkuta imaupun ikarena icacat 
idalam ibentuknya, imempunyai ikekuatan 
isebagai itulisan idibawah itangan ibila 
iditandatangani ioleh ipara ipihak”.

Pasal iini imengandung iunsur, ibahwa 
iakta iautentik itidak imemiliki ikekuatan 
ipembuktian isempurna idan ihanya imemiliki 
ikekuatan ipembuktian idibawah itangan 
idalam ihal:
•	 Pejabat iUmum itidak iberwenang iuntuk 

imembuat iakta iitu;
•	 Pejabat iUmum itidak imampui(tidak 

icakap) iuntuk imembuat iakta iitu;
•	 Cacat idalam ibentuknya.

Permasalahan iakta iyang idibuat 
imemalui imedia ielektronik, iterletak ipada 
icacat idalam ibentuknya, iyaitu idalam ibentuk 
ielektronik, iartinya ibahwa iakta itersebut 
idibuat idengan iproses ivirtual imelalui imedia 
ikomputer idan ijaringan iinternet. isehingga 
itidak isesuai idengan ipasal i5 iayati(4) ihuruf 
ib iUUITE idan iUUJN ipasal i1 iangka i7, ipasal 
i16 iayat i(1) ihuruf ic idan im, ipasal i39 iayat 
i(2), ipasal i40 iayat i(1) idan ipasal i44.

UUJN ipasal i41 imenyebutkan 
ibahwa ipelanggaran iterhadap iketentuan 

isebagaimana idimaksud idalam iPasal i38, 
iPasal i39, idan iPasal i40 imengakibatkan iAkta 
ihanya imempunyai ikekuatan ipembuktian 
isebagai iakta idi ibawah itangan.”(UUJN, 
2014). iPelanggaran iterhadap ibentuk iakta 
iyang idibuat isecara ielektronik iini ilebih 
ikepada iketidak isesuaian iterhadap ibentuk 
idan itatacara ipembuatan iakta iautentik, 
itidak isesuai ipasal i38 iUUJN, ikhususnya 
ipada iayati(4) ihuruf ia idan ib imengenai 
ipembacaan idan ipendatangan iserta itempat 
ipenandatangan idi iakhir iatau ipenutup iakta. 
iBunyi iselengkapanya ipasal i38 iayati(4) 
iUUJN isebagai iberikut:

Akhir iatau ipenutup iAkta imemuat:
a.	 uraian itentang ipembacaan iAkta 

isebagaimana idimaksud idalam iPasal i16 
iayati(1) ihuruf im iatau iPasal i16 iayat i(7);

b.	 uraian itentang ipenandatanganan 
idan itempat ipenandatanganan iatau 
ipenerjemahan iAkta ijika iada;

c.	 nama ilengkap, itempat idan itanggal 
ilahir, ipekerjaan, ijabatan, ikedudukan, 
idan itempat itinggaldari itiap-tiap isaksi 
iAkta; idan

d.	 uraian itentang itidak iadanya iperubahan 
iyang iterjadi idalam ipembuatan iAkta 
iatau iuraian itentang iadanya iperubahan 
iyang idapat iberupa ipenambahan, 
ipencoretan, iatau ipenggantian iserta 
ijumlah iperubahannya.

Pada ihuruf ia itersebut, imensyaratkan 
ibahwa iakta iwajib idilakukan ipembacaan 
ioleh inotaris iterhadap ipara ipihak idan 
isaksi-saksi. iProses ipembacaan idilakukan 
isecara ibertatap iwajah ilangsung, itidak 
idiperbolehkan idengan ipertemuan ivirtual. 
iSedangkan iakta idengan imedia ielektronik, 
isemua iakses ipertemuan idapat idilakukan 
imelalui imedia iinternet iatau ivirtual. 
iHuruf ib, imensyaratkan ibahwa iadanya 
itandatangan idan ipenyebutan itempat 
ipenandatanganan. iTandatangan iwajib 
idilakukan idengan itandatangan iaseli iatau 
itandatangan ibasah, itidak imenggunakan 
itandatangan idigital iseperti iyang itelah 
ibanyak idigunakan idi ibeberapa itransaksi 
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ielektronik isaat iini, isedangkan itempat 
ipenandatanganan ijuga imensyaratkan 
itempat idan iwaktu iyang isama iantara ipara 
ipenghadap, isaksi-saksi idan inotaris. iDalam 
ipembuatan iakta isecara ielektronik, idapat 
idimungkinkan itempat iyang iberbeda iantara 
ipara ipenghadap, isaksi-saksi idan inotaris. 
iOleh ikarenanya, ipembuatan iakta iautentik 
imelalui imedia ielektronik imengandung 
iadanya ipelanggaran iterhadap ipasal i38 
iUUJN.

Pelanggaran iyang idilakukan iterhadap 
ipasal i38 iUUJN iyang imengakibatkan 
iterdegradasinya iakta iautentik imenjadi 
iakta idibawah itangan, itidak iterlepas 
idari itanggungjawab ihukum inotaris. 
iTerlebih idalam imenerapkan iprinsip 
ikepatutan, iketelitian, iserta isikap ikehati-
hatian isaat imelaksanakan itugas inotaris. 
iTanggungjawab ihukum itersebut idapat 
iberupa ituntutan iatau igugatan iterhadap 
inotaris, ijika ipara ipenghadap imengalami 
isuatu ikerugian. iTuntutan iatau igugatan 
iterhadap inotaris idalam ibentuk ipenggantian 
ibiaya, iganti irugi, idan ibunga isebagai 
iakibat iakta inotaris imempunyai ikekuatan 
ipembuktian isebagai iakta idibawah itangan 
iberdasarkan iadanya: i
1.	 Hubungan ihukum iantara inotaris 

idengan ipara ipenghadap idengan ibentuk 
isebagai iperbuatan imelawan ihukum. i

2.	 Ketidakcermatan, iketidaktelitian, idan 
iketidak itepatan idalam: i
•	 Teknik iadministratif imembuat 

iakta iberdasarkan iUndang-Undang 
iJabatan iNotaris. i

•	 Penerapan iberbagai iaturan 
ihukum iyang itertuang idalam iakta 
iyang ibersangkutan iuntuk ipara 
ipenghadap, iyang itidak ididasarkan 
ipada ikemampuan imenguasai 
ikeilmuan ibidang iNotaris isecara 
ikhusus idan ihukum ipada iumumnya.

Kekuatan ipembuktian iakta idibawah 
itangan mengacu ipada ipasal i1875 
iKUHPerdata, iyaitu ikekuatan ipembuktian 
iakta idibawah itangan iadalah isempurna 

iapabila ipara ipihak iyang imenandatangani 
iakta itersebut imengakui idan itidak 
imenyangkal ikebenaran iyang itertulis idalam 
iakta ibawah itangan itersebut. iAkta idibawah 
itangan imempunyai ikekuatan ipembuktian 
iyang isama idengan iakta iautentik, inamun 
iapabila iyang iterjadi iadalah ikondisi 
isebaliknya,idimana iterdapat ipihak iyang 
imenyangkal ipenandatangan idan/atau iisi 
idari iakta idibawah itangan, imaka ipihak 
iyang imenyangkal itersebut idiharuskan 
imembuktikan ipersangkalannya, idan 
imembuktikan ikebenaran ipenandatanganan 
idan/atau iisi iakta. iSehngga idiperlukan 
ibukti ilain iuntuk imembuktikan ikebenaran 
isuatu iakta idibawah itangan.

Sesuai idengan iteori ikepastian ihukum 
imilik iGustav iRadbruch, iyang imenyatakan 
ibahwa ikepastian ihukum imerupakan 
isalah isatu itujuan iyang iingin idicapai idari 
ipembentukan idan ipenerapan ihukum idalam 
ikehidupan imasyarakat, iberbangsa idan 
ibernegara. iKepastian ihukum idiartikan 
ipula isebagai ikeadaan idimana ihukum 
idibentuk ioleh inegara isecara iterang, 
itegas, idan itidak imenimbulkan ikeraguan 
idalam ipelaksanaannya ibagi imasyarakat. 
iKepastian ihukum iakan itercapai iketika 
ihukum itersebut idikembangkan isecara 
iberkelanjutan idan itaat ipada iasas, 
iserta imempunyai iharmonisasi iantara 
iperundang-undangan isatu idan iyang ilain, 
iguna imenuju ikearah ipersatuan iyang itidak 
isaling ibertentangan(Ali, 2002).

Maka imenurut ipenulis, ikepastian 
ihukum ipembuatan iakta iautentik imelalui 
imedia ielektronik idalam ipelaksanaan 
ijabatan inotaris ibelum iterlaksana idengan 
ibaik, isehingga iimplementasi idari 
ipembuatan iakta iautentik imelalui imedia 
ielektronik idalam ijabatan inotaris itidak 
idapat idilaksanakan isaat iini. iPengaturan 
iterkait idengan ipembuatan iakta iautentik 
imelalui imedia ielektronik, ibelum idiatur 
isecara iterang, itegas idan iharmonis ioleh 
ipembuat iUndang-Undang. iPertentangan 
iaturan ihukum iantara ipasal i15 iayat i(3) 
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iUUJN iyang imenyebutkan ikewenangan 
ilain inotaris idimana isalah isatunya iadalah 
imelakukan itransaksi ielektronik idengan 
ipasal i5 iayat i(4) ihuruf ib iUU iITE iyang 
imenyebutkan ibahwa iakta inotarial ibukan 
itermasuk idalam ikategori idokumen 
ielektronik, imenjadi isalah isatu ipenyebab 
itidak iadanya ikepastian ihukum idalam 
ipembuatan iakta iautentik imelalui imedia 
ielektronik, isehingga ipenerapannya 
imasih imenimbulkan ikeraguan ididalam 
imasyarakat. iPenyebab ilain iyang ijuga 
imerupakan ipemicu ibelum iterlaksananya 
icyber inotary idi iIndonesia, iyaitu ibahwa 
inotaris imasih imenjunjung itinggi iasas 
iyang iselama iini idigunakan ioleh inotaris 
idalam ipembuatan iakta iautentik, iyaitu iasas 
itabellionis iofficium ifideliter iexercebo, 
iyang iartinya ibahwa iseorang inotaris 
iharus ibekerja isecara itradisional(Widjaja, 
2018). iKewajiban iformil iyang ilahir idari 
ipelaksanaan iasas itabellionis iofficium 
ifideliter iexercebo, iyaitu ikewajiban 
ibahwa inotaris iharus idatang, imelihat idan 
imendengar idalam isetiap ipembuatan iakta 
idan iditandatangan idan ipara ipenghadap 
imasing-masing ilangsung idi itempat 
idibacakannya iakta iitu ioleh iNotaris. 
iTanda itangan iyang idibubuhkan, iharus 
itanda itangan iaseli idari iNotaris idan ipara 
ipenghadap, ibukan itanda itangan idigital 
iyang ibisa idilakukan idalam iakta itersebut. 
Sehingga kepastian hukum akan akta notaris 
yang dibuat melalui media elektronik.

SIMPULAN
Berdasarkan ikeseluruhan ihasil ipenelitian 
idan ipembahasan, idapat iditarik ikesimpulan 
isebagai iberikut: Analisis yuridis terhadap 
asas ikebebasan iberkontrak idalam 
ipembuatan iakta inotaris imelalui imedia 
ielektronik, isebagaimana ipenerapan 
iasasikebebasan iberkontrak iyang itertuang 
idalam ipasal i1338 iKUH iPerdata, itidak 
idapat idigunakan isebagai idasar idalam 
ikonsep ipembuatan iakta iautentik 
imelalui imedia ielektronik ioleh inotaris. 

iAsas ikebebasan iberkontrak itersebut, 
ihanyalah imembebaskan ipara ipihak iuntuk 
imenentukan isi dan bentuk perjanjian, 
tidak pada ibentuk iakta iautentik iyang idibuat 
imelalui imedia ielektronik, ikarena idalam 
ipembuatan iakta inotaris iyang ibersifat 
iautentik, inotaris itunduk ipada ibentuk idan 
itatacara idalam iUUJN idan iperundang-
udangan ilainnya iyang imengatur itentang 
iakta inotarial, idalam ihal iini iKUH iPerdata 
idan iUU iITE. Kepastian ihukum idari 
ipembuatan iakta inotaris imelalui imedia 
ielektronik, isecara iyuridis iterdapat 
ipertentangan iaturan ihukum, iyaitu ipada 
ipasal i15 iayati(3) iUUJN iyang imenyebutkan 
ikewenangan ilain inotaris idimana isalah 
isatunya iadalah imelakukan itransaksi 
ielektronik. iNamun idisisi ilain ipengaturan 
itransaksi ielektronik iyang imenghasilkan 
isuatu idokumen iakta inotariil, itidak idiakui 
ikeabsahannya idi ihadapan ihukum isesuai 
idengan ibunyi ipasal i5 iayati(4) iUU iITE. 
iHal iini imenjadi isalah isatu ipenyebab 
itidak iadanya ikepastian ihukum idalam 
ipembuatan iakta iautentik imelalui imedia 
ielektronik, isehingga ipenerapannya 
imasih imenimbulkan ikeraguan ididalam 
imasyarakat. iBerdаsаrkаn ikesimpulаn- 
kesimpulаn itersebut idiаtаs, imаkа ipeneliti 
imemberikаn ibeberаpа isаrаn, iyаitu: Bagi 
ipemerintah, ihendaknya iada iharmonisasi 
ipengaturan, ibaik iantara ipasal-pasal 
idalam isatu iundang-undang iataupun 
iantar iundang-undang isatu idengan iyang 
ilain. iKhususnya ipengaturan itentang 
idokumen ielektronik idalam ibentuk iakta 
iautentik iatau iakta inotarial iyang idibuat 
imelalui imedia ielektronik, isehingga 
idalam iimplementasinya idimasyarakat 
itidak imenimbulkan ikeraguan idan 
iketidakjelasan, ikarena ikepastian ihukum 
iyang ididapat iterang idan ijelas itertuang 
idalam iperaturan ihukum iyang isinkron 
isatu idan iyang ilainnya. Bagi iorganisasi 
iIkatan iNotaris iIndonesia i(INI), ihendaknya 
imampu iterus imengkaji ikelebihan-
kelebihan idari iadanya ipembuatan iakta 
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imelalui imedia ielektronik, idari isisi 
iefisiensi, iefektifitas idan ipemenuhan 
ikeabsahan ilegalitasnya idi ihadapan ihukum. 
iSehingga idapat imembuat ikonsep iyang 
itepat iuntuk itatacara ipembuatan iakta 
iautentik, iapabila idilakukan isecara idigital 
iatau ivirtual. iSehingga iINI iberkembang 
iseiring idengan iperkembangan ijaman idan 
imampu imemotivasi ipara ianggotanya 
iuntuk imenjadi inotaris iyang iberteknologi 
itinggi isesuai idengan iera idigital isaat iini.
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